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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat yang ditimbulkan dor sampah, diperiukon pengelolaan |
sampah yang berwawasan lingkungan ; |

b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara
terarah, terpadu dan berkesinambungan, diperiukan pengaturan '
pengelolaan sampah; |

c. bahwa dalam pengelolaan sampah sebagal mana tersebut pada
huruf b, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan pemeriniah daeroh, dunia usaha dan masyarakat
sehingga pengelolaan sampah dopat berjalan proporsional, efekdif
dan efesien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf @, huruf b don huruf ¢ perdu membentuk Peraturan Daerch
Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Sompah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerch
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera
Tengah {Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tombahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negaora Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaon
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
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5. Undang-undang Némor 53 Tohun 1999 tentong Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilr,

Kabupaten Siok d6n Kola Bolom (Lembaran Negara Republik
Indonesia );

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintohan Daerah
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Republik Indonesio Tahun 2004
Nomor 125, Tambahbn Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana felah dirubah beberopo kali ferakhir divbah
dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Undong-undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah:

7. Peraturan Pemenntoh Republik Indonesia Nomor 27 Tohun 1981
tentang pelaksanaan Kilab Undang-undang Hukum Acora’ Pidana
(lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 1983 Nomor 06,

Tambahaon Lemborqn Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1983);

|
Dongo'n Plomm]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ﬁUIlA!f::MPAR
'MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
' BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adolah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerch qdotoh Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Doerah Kabupaten Kampar;

5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Kampar;

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-harl manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat;

7. Sampah spesifik 6do|oh sampah yang karena sifat, konsentrasi dan
volumenya memerlukan pengelolaan khusus;

8. Sumber sampah adglah setiop orang dan/atau okibat proses alam
yang menghosﬂkon I{:nbulon sampah;
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9. Produsen adaloh d(;ng perseorangon alou kelompok orong yong
memproduksi / menghasilkon sampah;

10. Pengelolaan sampah adolah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh do:
berkesinambungon yang meliputl pengurangan don penangaonc
sampah; ‘

belum sampah

11, Tempat Penompungan Sementora adolah fempat se

dion%?ut ke tempat pendouran ulang, pengelolaan dan/atau tempat
pengelolaan sompoh‘temodu:

. h  ftempal
12.Tempat  Pengeloloon Sampah Terpadu  adala
dilaksonakannya pengumpulan, pemilahan, per.»ggunoon‘ vlang.
pendauran ulang. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
b

13.Tempal pemrosesan, akhir adalah tempat untuk memproses don

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan;

14.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampaok negatif yOnd ditimbulkan oleh kegialan penanganon sampah
di tempat pemrosbsop akhir sampah;

15. Orang adalah orang | eorangan, kelompok orang dan/atau badan
hukum; \ revs

16.Sistem fanggap donrat adalah serangkaion pengendalian yang

meliputi pencegohan dan penanggulangan kecelakaan aokibat
pengelolaan sompor] yang fidak benar.
| \

BAB Il
{ l Pasal 2

(1) Sampah yang dikelolg berdasorkan peraturan daerch ini terdin atas:
a. Sampah umah tanggo:
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga: dan
c. Sampah spesif*. ‘I

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berasal dari kegiatan sehari-hari dalom rumah tangga, tidak termasuk
tinja dan sampah spesifik.

\ |

(3) Sampah sejenis sampah rumah tan
ayat (1) berasal dar kawasan ko
khusus, fosilitas sosial, fasiiitas umu

990 sebagaimana dimaksud pada
mersial, kawasan industr, kawasan
m atau fasiitas lainnya.

(4) Sampah  spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi: |

0. Sampah yang méngondung bahan berbahaya dan beracun;
b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan
beracun; '

Sampah yang timbul okibat bencang;
Puing bongkaran bangunan:
Sampah yang secara tekhnolo

gi belum dapat diolah; dan/atau
Sampah yang timbul secara lidak periodik.

~e a0

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

|
|

|
(|

|
i ifik di luar ketentuan
5) Kelentuan lebih Ion)u} mengenal jenls sampah spesifik di
i sebogaimana dimaksudkan poda ayal [4) diatur dengan Peraturan
Bupati Kampar, ‘

l 1 BAB Il
| AZAS - AZAS

| Pasal 3

kan qzas tonggung
Pengeloloon sompah diselenggarokan berdasar

jowngb, azos berkelanjulan, azos manfaol, azos keadian, azos kesadovan:
azas kebersamaan, ozas keselamaton, azas keamanan don azos niloi
ekonomi. ‘

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Baglan Kesalu
Tugas

Pasal 4

(1) Pemerinioh Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayot (1) diselenggaraken oleh
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Kampar,

Pasal 5

Tugas Pemerintah Doerqh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri

atas: .

Q. Menumbuhkembangkan don meningkatkan
masyarakat dalam pengelolaan sampah:

b. Melakukan penelition, pengembangan teknologi, pengurangan,
dan penanganan sampah;

¢. Memfasilitasi, . mengembangkan, dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah:

d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarar.a pengelolaan sampah;

e. Mendorong donl‘ memifasilitasi Pengembangan manfaat hasil
pengelolaan sompah;

f. Memfasiitosi penerapan teknologi

kesadaran

spesifik lokal yang berkembang
i dan menangani scmpaoh; dan

Badan terkait, masyarakat dan
erpaduan  dalam pengelolaan

9. Melakukon koordinasi antar Dinas/

dunia usaha lagar ferdapat ket
sampah, .
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Baglan Kedva

| w‘owonong Pemerintah Daerch
(|

Pasol é

(1) Dalam menvelenggclokan pengelolaan sampah, Pemerintah Doerach
mempunyal kewepo gan !

0. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

b. Menyelenggorakan pengelolaan sampah sesual norma, standar,
prosedur, dan Kiteria sesual ketentuon perundang-undangan
beraky; ;

¢. Melakukan pémbinoon dan pengowasan kinerjo pengeloloan
sampah yong dilaksanakan oleh pihak lain;

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempqt
pengolohan sompah terpady dan/atou tempal pemrosesan akhir
sampah; |

e. Melakukan pemantouan dan evaluosi secara berkala seliop 6
{enam) bulan selama 20 (dua puluh) tohun ferhadop tempat
pemrosesan akhit sampah dengan sistem pembuangan terbuka
yang ditutup;

f. Menyusun don menyelenggarokan sisten  fanggop  darurot
pengelolaan sampah;

g. Menetapkan lokgsi tempat pengolohan sampah terpadu dan
tempat pemrosesan akhir sampah:

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf f
diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7
(1) Sefiap orong berhak :

o. Mendopatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik
dan berwowoscrungkungon dar Pemerintah Daerch dan/atau
pihak lain yang diber fanggungjawab untukiitu;

b. Berparfisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan,
penyelenggaraan, don pengawasan dibidang pengelolaan
sampah; |

¢. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat wakiuv
mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. Mendapatkan perindungon dan kompensasi karena dampak
negatif dari ke‘gioion tempat pemrosesan akhir sampah, dan;

e. Memperoleh pen\brnoon agar dapat melaksanakan pengelolaan
sampah secora brik dan berwawasan lingkungan.

|
{2) Ketentuan Iebih\ lapjut mengenai fata cara penggunaan hak
sebagaimana din?o ud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

\

|
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‘ Boglan Kedva
| Kewajiban

' Pasal 8

(1} Setiap orang dalom Qengelolaon sampah rumah tangga don sampoh_
sejenis sampah rumah tanggo wajib mengurangl dan menangan '
sampah dengan corg yang berwowason fingkungan.

(2) Tata coro pelaksanaan kewajiban pengeloloan sampoh !umoh
fangga dan sompah sejenis sompah rumah fangga sebogoimana

dimoksud pada GTO’ (1) diotur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9

Pengeloloan kawaspn pemukiman, kowosan komersil, kawasan
industri, kawasan khusus, fosiitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya waijib men‘ye#iakan fasilitas pemilahan sompah.

\ Pasol 10 |
|
Sefiop produsen horus mencantumkan lobel otou tonda yang !
berhubungan dquon pengurangan dan penanganan sompah pada
kemasan don/atau produknya. (

|
|

{4 Pasal 11

Produsen wajib ‘ m'engelolo kemasan dan/atau borang yang
diproduksinya yang tidak dopat alav sulit terurai oleh proses alam.

1 Pasal 12

Ketentuan lebih lorljui mengenai tata cara penyediaan Fasilitas
Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tata cara
pelabelan atou penandaan sebagaimana dimaksud dalom Paosal 11,
dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 13

(1) Sefiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah
wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ‘
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cora memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas
bermaterai 6000; ‘
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- MY R e s ol

b. Permohonan dilampir dengan ;
- Korlu Tanda penduduk (KTP)
- Akle pendiian perusahaon
- Sural Iz7in Usoho
«  NPWP Perusahaan

Posal 14

(1) Keputusan mengenal pemberian izin pengelolaon saompah harus
diumumkan kepada masyarakal dengon tata cora penggunaannya
melalui media elekironik dan media celak,

(2) Jenis usaha pengeloloan sompah yang mendapatkan lzin terdiri dari :

0. lzin pengelolaan sampah;

b. l7n pengangkutan sampah:

¢. lindaurvlong:

d. lzin pemonfaatan sampah.
|

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

‘ Baglon Kesatu
Pengeloladn Sampah Rumah Tangga dan Sampah

|

| Sejenls Sampah Rumah Tangga
|| Pasal 15

Pengeloloan sampah rumah tanggo dan sampsh sejenis sompah
rumah tangga terdiri atus:

a. pengurangan sampaoh, dan

b. penanganan s"o pah.

[ Paragraf Kesatu
' Pengurangan Sampah
- Pasal 16

|
(1) Pengurangan Somptlah sebagimana dimaksud dalom Pasal 16 huruf @
meliputi kegiatan : |

a. Pembatason timbulan sampah;
b. Pendauran ulang sampah, dan/atau
c. pemanfaatan ker‘nboli sampah.

(2) Bupati melalui Dings Kebersihan, Pertamanan dan Posar waijib
melakukan keglotow sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut : i

o. menetapkan target pengurangan sampah secara berfahap dalam
jangka waktu tertentu;

memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, dan

. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

®ao00
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[3) Pelaky usaha doILm kmeloksonokon kegiatan sebagaimana dimaksud
pada oyot (1), menggunakan bahan produksl yong menimbulkan
sampoh sedikit munPkIn dopa! diguno vlang, dapat didour ulang.
dan/atau mudaoh diutal oleh proses alam.

|4) Masyarakat dolcml melakukon kegiatan pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayo! (1) menggunakan bahan yang
dopat diguna ulang. didour ulang, dan atau mudah divrai oleh proses
alam, \

(5) Ketentuan mengenal pengurangan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayo! [2), ayat (3), don oya! (4) diatur dengan Peraturan

Bupati,
Pasal 17

|

(1) Pemerintah Daerch dopat memberikan

. insentif kepada seflop orong yong melakukan pengurangan
sampah, dan

b. disinsentif kepada sefiagp orang Yong fidok melakukan
pengurangan sampah.

(2) Mengenai jenis, bentuk, dan fato cara pemberian insentif dan
disinsentif sebagaimana dimoksud pada ayat (1) diotur dengan
Peraturan Bupati,

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 18

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalom Pasal
16 huruf b meliputi :

a. pemiahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumiah, dan/atou sifat sampah;

b. pengumpulan dolam bentuk pengambilon dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara
atau tempat pengolahan terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membowa sampah dari sumber
dan/atau dari fempat penampungan sampah sementara atau dari
tempat  pengolahan sampah  terpadu menuju ke tempat
pemrosesan akhir}

d. pengolahan dolom bentuk mengubah karakieristik, komposisi, don
jumiah sampah, dan/atau;

e. pemrosesan akhit sampah dalam bentuk pengambilan sampah
don/atau refidy hasi pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.

(2) Penanganan sompoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Baglan Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

'. \ Pasol 19

(1) Pengeloloan soqipcih spesiik adalah fanggungiawob Pemerintah
Daerah.

(2) Pengelotaan som‘poL spesific sebagaimana dimaksud pado ayat (1)
diatur dengan Perah{ron Bupati.

| BAB VII
| PEMBIAYAAN DAN KONPENSASI

!
“ \ Pemblayaan
! ‘ Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib memblayai penyelenggaraan pengelolaan
sompah. |

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dopat bersumber
dai Anggoran | Pendapatan dan gelonjo Negara, Anggaron
Pendapatan dorl Belanja Propinsi, dan Anggaran pendapaton dan
Belanja Kabupaten,

Bagian Keduva
Kompensas!

Pasal 21

(1) Pemerintah Doerch secara sendifi-sendiri atau bersama-sama dapat
memberikan konpensasi kepada orang sebagal aokibat dampak
negafif yang ditimbutkan kegiaton penanganan sampah ditempat
pemrosesan akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimoksud pada ayat (1) berupa :
a. relokasi;
b. pemulihan fingkungan;
¢. biaya kesehatan dalam bentuk lain.

(3) Dompak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

|
(4) Pemberian konpensasi oleh pemerintah daerah sebagimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIIl
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

| Baglan Kesatv
~ Kerjasama Antar Daerch

|
' Pasal 22

(1) Pemerinfoh Daerch dapat melakukan kerjasoma anfor pemeriniah
daerah kainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.

(1) dapat dwuyj judkan

2) Kerjosama sebagaimana dimaksud poda ayal
" i tan usaha bersoma

dalom bentuk kefasoma dan/atou pembua
pengelolaan sampah,

| |
(3) Ketentuan dan pedoman kerjasama dan bent
daerah sebagimana dimoksud pada ayot (1)

Bupati. |

}

| Baglan Kedva
| Kemitroan

vk uscha bersoma anfar
diatur dolam peraturan

Pasal 23
I
(1) Pemerintah Daerch secora sendiri-sendii atav bersaoma-sama dopat
permitta  dengon badan usoha  pengelolaan sampah dalom

penyelenggaraan pengelolaon sampah.

(2) Kemitraan seMgc;imLm dimaksud pada ayat (1) ditvangkan dalom
bentuk perjanjian antar pemerintah doerah dan badan usaha yang

bersangkutan. 2

(3) Tata cora pelaksanaan kemitroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilokukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\ |
‘ BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(2) Peran sebogoimono dimaksud pada ayat (1) dapat dilokukan melalui ;
0. pemberian usul, perfimbangan, dan saran kepada pemerintah
daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atou
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan. |

(3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagai i
_ gaimana dimaks
pada ayat (1) dan (2] diatur dengan Peraturan Bupati. -
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Pasal 25
(1) Setiap orong dilarang ¢

a. Memasukan sampoh dari luar neged ke wilayoh Kabupoten
Yampar;

b. mengimpor sompah:

¢. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

d. mengelola sompoh yong mengakibatkan pencemaran dan/atav
perusakan lingkungan:

e. membuang sampah fidok pada fempat yong telah ditentukan dan
disediakon;

f. melakukan penanganan sompoh dengon pembuangan terbuka
ditempat pemrosesan akhi; don/atav

9. membokar sompah yang lidak sesuai dengan persyaratan feknis
pengelolaon sampah,

{2) Larangan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) hurf o, huruf ¢, dan
hurut d berdasarkan peraturan perundang-undangan.
\

(3) Larangan sebagaimona pada ayat (1) huruf e ferdid dori:

0. Membuang sompah ke dalom saluran/parit/selokan/sungai; )

b. membuang sompoh dijalonjalan  umum, gang. jalur  hijau,
lopangan terbukd atou sejenisnya;

¢. menimbun sompah untuk penimbunan rawa, meninggikan tanah;

d. membuong sampoh secara terbuka df pekarangan rumah tangga,
perkantoran pemerintah, BUMD. BUMN, swasla, pertokoon dan
fasiitas umum kainnya.

(4) Larongan sebagaimana dimaksud poada ayat (1) huruf f terdi dori :

. membuang sampah darl sumber sampah ke fempat pemrosesan
akhir sampah yang teloh ditetapkan secara terbuka;

- membuang sampah dari fempal pemrosesan sementara ke
tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ditetapkan secara
terbuka. !

{5) Lorangan sebogcima’no dimaksud pada ayat (1) huruf g terdir dari :

- Membakar sor‘npcx?h di pekarangan rumah tangga, lahan kosong/
lohan tidur; !
Membakar sompah di pekarangon Kantor-kantor Pemerintah,
BUMN, BUMD, swasta dan perlokoan:

- Membakar sampah di pekarangan fasiitas-fasiitas umum seperti
masjid, mushalla, 'fekoloh-sekoloh, lopangan terbuka, stadion olah

raga, rumah sakif, puskesmas, balal pengobatan, rumah bersalin,
dan foman kota. |

\

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 26

(1) Pengowason terhadop peloksanaan pengelolaan sompah yang
dilokukan oleh pengelola sampah, dilakukan oleh Bupati.
v
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2} Pengawasan yang djokukan oleh Bupall sebagimana dimaksud oyal
1) didosorkan poda norma, satondar, prosedw, dan  kiferio
pengawasan sesual peraturan perundang-undangan.

3) Pengawasan Ietﬁo&':p pelotsanaon pengeloloon sompah yang
dkelola oleh badon usaha diaksanakon oleh Dinas Kebershon,
Pertamanan dan Pasér,

(4) Pengawasan lethadop peloksanaon pengeloloan sampoh seper
tersebut pada ayd! (1) don ayat (3) dopat dilokukan secora periodik
don berkala.

BAB XI
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 27

sonksi administrafif kepada pengelola

1) Bupati dopat menerapkan
L ' e van persyaratan yong ditetopkan

sampoh yong melanggar ketent
dolom pefizinan.
(2) Sanksi adaministrafif sebagimana dimoksud pada ayot (1] dopat
berupo:

a. Paksaon pemerintahan;
b. vang paksa; dan/atou
c. pencobuten izin.

{3) Paksaan pemerintohon sebagaimana dimaksud pada ayot (2) hunf o,
gupafi dapa! memerintahkan satuan Polisi Pamong Praja untuk
melokukon lindakan paksa terhadop orang atou badon untuk
meloksanakan don atau fidak melaksanakan sesuaty yang diharuskan

dan sesuatu yang dilarang dalam pengelolaan sompah.

(4) Uang paksa sebagaimana dimoksud ayat [2) hunsf b, Bupali dopat
menetapkan uang paksa kepada sefiap orang atou badaon yang
melakukan pelanggaran terhadop ketentuan don persyaratan yang

ditetapkan dalom perizinan pengelolaan sompah.

(5) Pencabutan izn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunuf ¢, jika
pengelola sampch melanggar ketentuan dan persyaratan yang
ditelopkan dolom perizinan seteloh pemegang izin diperingatkan
secara tertulis untuk p!enumo kali, keduo, dan ketiga.

! BAB XNl
| l PENYELESAIAN SENGKETA
\
| Bagian Kesatu
| t Umum
\
“ \ Pasal 28
(1) Sengketa yang dapat fimbul dari pengelolaan sampah terdi afas :
¢

a. sengketa onta‘ pe'mefintoh daerah dan pengelola sampah; dan
b. sengketa antar pergelolo sampah dan masyarakat.
l

|

|
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|

|
|

[2) Penyelesoian sengkeJo sebogoimana dimoksud poda ayat (1) dapot
dlakuken melalui panyelesaion di luar pengadian ofaupun melolul
pengadian, »

\
(3) Penyelesaion sengketo sebagaimana dmaksud poda ayat (1) don
ayal 2) diloksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
|
Baglan Kedua
Ponyol‘rtolon Sengkela di Luar Pengadiian

Pasal 29

1) Penyelesaion sengkela di luar pengadilan dilakukon dengon mediasi,
negiosioy, abikos‘esst;ou pithan lain dori pihok yong bersengketa.

(2) Apabia sengketa di fuar pengadien sebagaimana dimaksud ayot ()
fidok tercapoi kesepakaton, para phak yong bersengkelo dapat
mengajukannya ke P'fngoduon.

Baglan Ketiga
Penyeh?alon sengketa di Dolom Pengadilan
|

Pasal 30

(1) Penyelescian sencko‘o persampohan di dalom pengadian diokukan
melalui gugaton pe«blumon melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawon hukum sebogaimanq dimaksud poda
ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikon unsur-unsur
kesalahan, keruglan, dan hubungan sebab okibat antora perbuaton
dan kerugian yang difimbutkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawon hukum sebagaimana
dimoksud pada ayat (2 dopat berwujud ganti kerugian dan/atav
findakan tertentu,

Baglan Keempat
Gugatan perwakilan Kelompok

Pasal 31

Masyarakat yoang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum
dibidang pengelolaan sampah berhak mengojukan gugatan melalui
perwakilan kelompok,

| Bagion Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 32

|
(1) Organisasi  persampahan  berhak mengaojukan  gugatan  untuk
kepentingon pengelolaan sampah yang oman bagl kesehatan
masyarakat dan lingkungan.

: fia]
(2) Hok mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terbatos pada tumuyion unfuk melakukan tindakan tertentu, kecuali
blaya atau pengepuo:on riil.

Ay
o
N
B
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(3) Organisasi ~ persampahan -
: . yong berhok mengojukan gugaton
sebagoimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyoraton :

0. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar dibldang pengeloloan sampah;

¢. telah melakukan kegiatan nyata paling sediit 1 (satu) fahun sesuai
dengan anggaran dasarnya.

BAB Xl

, PENYIDIKAN

, Pasal 33

. .
1) Penyidk Pegawai Neger Sipl dan Penyidik Pegawai Neged Sipi
lingkungan Hidup, berwenang sebagai penyidik untuk melakukan
penyldikan terhadap pelanggaran dibidang Pengelolaon sompah.

(2) Penyidik pegawai neger sipil sebagaimana dimaksud pada ayot (1)

berwenang: ‘
a. melokukan pemefiksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenoan dehgan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
b. melakukon pemeriksoan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana di ng pen sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukfi dari orang berkenaon
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
meyi cotatan, don dokumen

d. melakukan pemeiksaan atas pembukuan,
loin berkenoan dengan tindak pidana di bidang pengeloloan

sampah; 1 L _
e. melakukan pemeriksaan di lempat tertentu yong diduga terdapat
bahan bukfi, pembukuan, pencatatan, dan dokumen loin serta

melakukan penyifaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan
yang dopat dijadikan bukti dalom perkara tindak pidana di bidang

pengeloloan sampah; dan
f. meminta bantuan ahi dalam pelaksanaan fugas penyidikan tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah.
|

(3) Penyidik pejobot pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
oyat (1) membemohpkon dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan
kepada Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

‘ BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum memasukkan dan/ atau
mengimpor sampah rumah fangga don/atou sampaoh sejenis sompah
rumah tangge dan/otau sompah spesifik ke wilayoh Kabupaten
kampor diancom dengan pidana sesuai  peraturan perundang-
undangan. '
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(2) Pengelola sarmpah ydng secora melowan hukum don dengon sengaja
melokukon  keglatan  pengelolaan  sompoh  dengan fidak
memperhatikan norma, standar, prosedur, atou kitero yang dopot
mengakibatkan  gangguan kesehatan masyorokat,  gangguon
keamanan, pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuo
peraturon perundang-undangan.

(3) Jka tindok pidona sebagaimana dimaksud poda ayat ()
mengakibatkon orang mati olav ko beral pengelola sompoh
diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undongon.

pasal 35

(1) Pengelola sompah yang karena keolpoannya _melokukon kegi:;g:\
pengelolaan sampah dengan fidok memperhah;gg':onnczosr:ggwr;
. atou kiteria yo dopat menga an
oo Mgy e keamanan, pencemaron

kesehatan masyarokat, gongguon
perusakan lingkungon dioncom dengan pidano

lingkungan dan atou

sesuai peraturan pemdongundongon.

i i i sebagaimana dimaksud ayat (1)
(2) Jka tindak pidana OHN i

mengatkibatkan 0rang mati atou Iuko beral, pe
diancam dengan pidano sesuai peraturan perundongundongon.

(3) Setiap orang yong membuang sampah fidok pada tempoat yang telah

ditetapkan dan disediakan dan afau membuang sompah sepem

tersebut pada Pasal 26 ayat! (3) dioncom dengon pidana penjara
poling lomo 15 {ima belas) hai don denda paling banyck
Rp.1.000.000,00 (sotu juta upich).

(4) Sefiap orang yang membokor sampah sebogaimana dimaksud Pasal
26 ayat (5) diancam dengon pidana penjora paling lama 20 [quo
puluh} hor don denda paling banyak Rp.1.500.000.00 (sotu juta ima

ratus fibu rupiah). | |
l Pasal 34

(1) Tindak pidona dianggop sebogai tindak pidana korporasi apabila
tindak pidena dimaksud diakukan dalam rangka mencopai tujuan
korporasi dan dilgkukan oleh pengurus yang berwenang mengambil
keputusan atas na korporasi untuk melakukan perbuatan hukum
otou memiiki kewenangon guna mengendalikan dan/atau

mengawasi korporasi ‘tersebut.

(2) Jika findak pidana r;Ebcogoimana dimoksud pada ayat (1] dilakukan
oleh atou atas nai korporasi don orang-orang, baik berdasarkon
hubungan keria maupun berdasarkan hubungan loin yang bertindak
dolam lingkungan I;orporosi, tuntutan pidana dan sanksl pidana
dijatuhkan kepada mereka yong bertindak sebagai pemimpin atav
yang memberi perintah. tanpa mengingat opakah orang dimaksud,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan
findok pidana secara sendii atau bersama-sama.

{3) Jika tuntutan dilol%ukon ferhadap korporasi, panggilan  untuk
menghadap dan penyerahan surot panggilon ditujukan kepada
pengurus pada alamat korporasi atou di tempat pengurus melakukan

pekerjoan tetap.
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[4) Jka tuntuton  dilokukon ferhodap korporasi yong pada soal
g\enun:non dv):oldli oleh bukan pengurus, hokim dapal
emerintahkan penq\;rus agor menghadap sendri ke pengadilon.

N

|

. ‘. ‘
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalom Pasal 35, Pasol 36, don
Pasal 37 adalah kejohaton.

|

( BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

g Pasal 38

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersi, kawason industr,
kawasan khusus, fosiitas umum, fosiitos sosiol, dan fasilitas lainnyo yong
belum memiiiki fosiitas pemilahan sampaoh poda soo! diundangkannyo
peraturan Daerch ini wajio membangun atay menyediakon fasiitos
pemilohan sampah paling lama | (satu) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlokunya Peraluran Daeroh inl semua Peraturan Daerah
yang berkaiton dengan pengelolaan sompah yong teloh ada tetop
berdaku seponjang tidak bertentangan dengan ketentuon dalam
Peraturan Daerah ini.
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Pasol 40
Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agor sefiop orang dopat  mengetohuinyo, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyd dalom
Lembaran Daerah Kabupaten Kampar,

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 7 Septavber, 2009

BUPATI KAMPAR,

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K

IULHER
Pembina Utama Madya
Nip.19590211 1985031002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 23 SERI E
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